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ABSTRACT: Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk aset tidak berwujud
yang memiliki nilai ekonomi, seperti cryptocurrency dan dompet digital (DANA, GoPay,
OVO, dan ShopeePay), namun belum diimbangi dengan pengaturan hukum yang jelas
dalam konteks kewarisan. Kondisi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris
dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis
kedudukan aset digital sebagai harta waris serta mengidentifikasi kesenjangan
pengaturannya dalam sistem hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan
hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis kualitatif dengan metode
deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif
hukum Islam, aset digital dapat dikualifikasikan sebagai harta (mal) sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah dan wajib dimasukkan ke dalam harta peninggalan
pewaris. Sementara itu, hukum positif Indonesia belum mengatur aset digital secara
eksplisit sebagai objek waris, sehingga diperlukan harmonisasi.
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan
fundamental dalam cara masyarakat mengelola kekayaan dan melakukan aktivitas ekonomi
(Hardiyanto, 2023). Menurut data Asosiasi FinTech Indonesia, lebih dari 75 juta pengguna
aktif e-wallet di Indonesia menggunakan layanan seperti DANA, GOPAY, OVO, dan ShopeePay
untuk transaksi sehari-hari seperti pembayaran, transfer, dan pembelian digital (Sari & Huda,
2025). Selain itu, berdasarkan laporan Nasution et al, nilai transaksi cryptocurrency di Indonesia
diperkirakan mencapai lebih dari USD 20 miliar per tahun, menunjukkan adopsi aset digital
yang semakin masif di kalangan masyarakat luas khususnya generasi milenial dan generasi Z
(Nasution & Hakim, 2025). Transformasi dari kepemilikan aset berwujud (tangible) kepada aset
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yang bersifat tidak berwujud (intangible) ini menciptakan lapangan baru dalam pengelolaan
kekayaan, namun juga memunculkan persoalan hukum yang mendasar, terutama dalam konteks
kewarisan (Luthfi dkk., 2024). Secara tradisional, kedudukan harta warisan dalam hukum positif
Indonesia maupun dalam hukum Islam lebih banyak berkaitan dengan harta berwujud seperti
tanah, bangunan, kendaraan, dan simpanan bank konvensional (Luxmana & Oktafiyani, 2022).
Hal ini menimbulkan kerancuan ketika pewaris meninggalkan aset digital seperti saldo e-wallet,
dompet kripto (crypto wallet), token non-fungible (NFT), maupun aset digital lainnya yang
tidak memiliki elemen fisik namun bernilai ekonomi nyata (Ihsan, 2022).

Berdasarkan praktiknya, banyak ahli waris kesulitan mengakses atau mengklaim aset
digital milik pewaris karena tidak adanya dokumentasi, mekanisme identifikasi, maupun
pengaturan hukum yang mengatur status aset digital sebagai objek harta waris (Nurima &
Mairul, 2025). Contoh nyata di lapangan menunjukkan kasus di mana saldo e-wallet bernilai
jutaan rupiah setelah pemiliknya meninggal dunia justru tidak dapat diakses oleh ahli waris
karena pemilik tidak meninggalkan password atau data akses (Huda & Amin, 2025). Kondisi ini
secara nyata menyebabkan potensi hilangnya nilai ekonomi aset digital, yang sebenarnya
seharusnya menjadi bagian dari warisan yang sah (Aleaputra & Wiraguna, 2025).

Secara normatif, sistem hukum positif Indonesia telah mengatur harta warisan melalui
berbagai perangkat hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
serta peraturan administrasi negara, namun belum terdapat ketentuan eksplisit yang
memasukkan aset digital sebagai bagian dari harta yang dapat diwariskan (Akbar, n.d).
Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) baik secara de jure
maupun de facto. Sementara itu, data survei internal dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan
bahwa lebih dari 40% masyarakat Indonesia belum memahami bagaimana aset digital
diperlakukan dalam konteks kewarisan, dan mayoritas responden (68%) menyatakan
kekhawatiran akan kemungkinan sengketa di antara ahli waris terkait hak atas aset digital
tersebut (Qurrotaaini dkk., 2025).

Tinjauan hukum Islam, prinsip kewarisan dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur’an dan
Hadis serta praktik figh klasik. Al-Qur’an (QOS. An-Nisa’ [4]: 11-12) menetapkan bagian
warisan bagi anak, orang tua, dan pasangan, serta prinsip pembagian yang adil sesuai dengan
garis keturunan (Ramadhani, 2024). Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kewarisan adalah
sesuatu yang telah ditentukan Allah (Hadis riwayat Muslim), menunjukkan bahwa pembagian
harta waris merupakan urusan yang harus dipatuhi sesuai ketentuan syar’i. Prinsip Magasid
al-Syari’ah (tujuan syariah) menempatkan perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai salah satu
dari lima tujuan utama syariat, yang mencakup perlindungan terhadap kepemilikan harta,
distribusi yang adil, dan hak-hak ahli waris (Febrianti Dyahsitasari & Muhammad Yassir,
2023).

Namun demikian, tidak terdapat ketentuan khusus dalam fikih kontemporer maupun
dalam fatwa-fatwa nasional yang secara eksplisit mengatur kedudukan aset digital seperti
cryptocurrency atau e-wallet dalam konteks kewarisan. Hal ini menyebabkan dilema hukum
terkait kedudukan aset digital dalam kewarisan, antara lain apakah aset digital dapat
diperlakukan sebagai harta waris? Bagaimana penentuan nilainya? Bagaimana mekanisme
pewarisannya sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional? Ketidakjelasan ini
menimbulkan ketidaksinkronan antara hukum Indonesia dan hukum Islam, sehingga banyak
masyarakat bingung menentukan pilihan hukum yang tepat dan berpotensi menimbulkan
sengketa di antara para ahli waris.

139



Kekosongan norma ini menjadi semakin mendesak ketika dilihat dalam konteks
kehidupan masyarakat modern. Aset digital tidak lagi merupakan barang langka atau spesialis;
nilai ekonomi e-wallet telah mencapai triliunan rupiah setiap bulannya. Ketidakpastian hukum
terkait pengalihan aset digital sebagai harta waris membuka peluang konflik antar ahli waris,
ketidakadilan distribusi harta, serta berdampak negatif pada perlindungan hak-hak orang yang
berhak.

Secara nasional, meskipun terdapat berbagai aturan tentang harta waris, belum ada satu
pun regulasi di Indonesia yang secara jelas menyatakan status hukum aset digital sebagai objek
waris, baik dalam hukum positif maupun dalam fatwa hukum Islam. Kondisi ini diperparah oleh
keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam kontemporer dan hukum nasional
tentang digital asset inheritance, yang berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan di
lembaga peradilan umum maupun di lembaga penyelesaian sengketa Islam seperti pengadilan
agama.

Urgensi penelitian ini sangat kuat mengingat pesatnya pertumbuhan penggunaan aset
digital, kurangnya kepastian hukum, dan kebutuhan masyarakat akan pedoman yang jelas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum positif Indonesia dan hukum
kewarisan Islam dapat mengakomodasi aset digital sebagai objek waris secara adil, efektif, dan
sesuai prinsip maqasid syariah. Dengan adanya keterpaduan norma yang jelas, proses pewarisan
aset digital dapat dilakukan dengan lebih efektif, adil, dan transparan, sehingga mengurangi
potensi sengketa antar ahli waris serta memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan
masyarakat di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi kepustakaan
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji norma,
doktrin, serta regulasi yang relevan. Selain itu, digunakan pendekatan perbandingan hukum
untuk menganalisis perbedaan dan kesenjangan pengaturan pewarisan aset digital. Analisis
dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan komparatif guna menguraikan
serta membandingkan konsep dan pengaturan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi
bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Al-Qur’an, hadis, dan Kompilasi
Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait.

HASIL & PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Aset Digital Sebagai Harta Waris Menurut Hukum Islam dan
Hukum Positif Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk kekayaan baru yang tidak
pernah dibayangkan dalam tradisi kepemilikan harta klasik, yaitu aset digital. Aset digital
mencakup segala sesuatu yang bernilai ekonomi dan eksis di ranah digital, seperti
cryptocurrency (Bitcoin, Ethereum, dll.), saldo dompet elektronik (e-wallet), hak kepemilikan
atas data digital, serta instrumen digital lain yang memiliki nilai ekonomis (Wedy, 2025).
Munculnya aset digital menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai kedudukannya dalam
hukum kewarisan termasuk dalam tradisi hukum Islam, yang secara historis dirumuskan ketika
bentuk harta berwujud adalah dominan (Lestari & Asifa, 2025).
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Secara umum, dalam Fiqih Islam, harta (maal) dipahami sebagai sesuatu yang memiliki
nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara syar’i. Menurut Quraish Shihab dalam Wawasan
Al-Qur’an, harta mencakup segala bentuk milik yang dapat dimanfaatkan dan dipindah
tangankan, baik berupa benda berwujud (tangible) maupun hak yang tidak berwujud
(intangible), selama tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, Imam Al-Gazali dalam “7hya’
‘Ulum ad-Din” menyatakan bahwa harta merupakan sesuatu yang dapat membawa manfaat dan
menjadi kebutuhan hidup manusia, tanpa harus dilihat dari wujud fisiknya (Ananda & Irsan,
2025).

Magasid al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law, prinsip magqgasid syariah
menempatkan perlindungan harta (%ifz al-mal) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat.
Perlindungan harta ini mencakup pengakuan atas kepemilikan, cara perolehan yang benar, serta
pembagian yang adil, termasuk dalam konteks warisan. Walaupun tidak ada teks eksplisit
mengenai aset digital dalam Al-Qur’an atau Hadis karena berubahnya konteks historis, prinsip
fundamental syariah dapat menjadi basis untuk memasukkan aset digital ke dalam kategori harta
yang wajib dikelola dan diwariskan secara adil (Dahila & Hendrawati, 2025).

Tradisi figih klasik, objek warisan mencakup segala jenis harta (maal mutlag), termasuk
benda bergerak dan tidak bergerak, serta hak yang dapat dinilai secara ekonomi, seperti piutang.
Ulama figih kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa apa pun yang
memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan (memiliki status kepemilikan yang jelas dalam
syariat) dapat diperhitungkan dalam pembagian waris, selama tidak bertentangan dengan prinsip
syariah (Haenudin & Ropei, 2025). Oleh karena itu, aset digital dapat dilihat sebagai bagian dari
harta warisan selama memenuhi syarat sebagai objek milik yang sah dan diakui dalam
komunitas ekonomi muslim.

Sejumlah fatwa fikih kontemporer juga semakin menguatkan posisi ini. Misalnya, Majelis
Ulama Indonesia (MUI) melalui beberapa rekomendasi dan kajian mengenai ekonomi digital
menyatakan bahwa aset berbasis digital yang memiliki nilai ekonomis dan diakui secara
transaksi dapat diperlakukan sebagai harta (Apridianti & Arhan, 2025). Meskipun belum ada
fatwa eksplisit mengenai kewarisan aset digital, konsensus ulama cenderung menerima
perlakuan aset digital sebagai harta yang boleh diwariskan, dengan mensyaratkan mekanisme
identifikasi dan pembagian yang adil serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar waris Islam
(Wiyono & Ernawati, 2026).

Prinsip dasar pembagian waris Islam ditetapkan dalam Al-Qur’an (QS. An-Nisa’ [4]:
11-12) yang menginstruksikan bagian tertentu untuk anak, orang tua, dan pasangan. Pembagian
ini dalam figh dikenal sebagai faraidh. Seluruh warisan dihimpun sebagai “pusaka” (mirath),
kemudian dibagikan sesuai bagian yang telah ditentukan setelah utang pewaris dilunasi (Yulida
dkk., 2024). Dengan mengambil prinsip maqasid syariah terutama perlindungan harta (hifz
al-mal) aset digital harus dimasukkan dalam total kekayaan pewaris (tashil al-mirath) sebelum
dilakukan pembagian. Nilai aset digital ditentukan sesuai kondisi pasar pada saat pewaris
meninggal dan dimasukkan dalam perhitungan warisan sebagaimana harta lain. Selanjutnya,
pembagian warisannya mengikuti norma pembagian faraidh: misalnya, bagian anak laki-laki
dua kali bagian anak perempuan, dan sebagainya sesuai ketentuan syariat (Amanda, 2025).

Sistem hukum positif Indonesia, kedudukan aset digital sebagai harta waris masih
mengalami ketidakjelasan norma. KUHPerdata dan KUHAP lebih menekankan pada harta
berwujud dan hak kepemilikan tradisional seperti tanah, bangunan, kendaraan, serta piutang.
Belum ada ketentuan eksplisit dalam undang-undang yang menyatakan bahwa aset digital
seperti saldo e-wallet atau cryptocurrency termasuk dalam harta yang dapat diwariskan.
Akibatnya, dalam banyak kasus harta digital tidak masuk dalam estate pewaris sehingga ahli
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waris kehilangan hak mereka de facto dan de jure. Hal ini mencerminkan kekosongan hukum
positif yang signifikan terhadap perlakuan aset digital dalam kewarisan (Lahay dkk., 2025).

Kekosongan norma menyebabkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris. Tidak adanya
peraturan yang eksplisit mengakui aset digital sebagai objek waris membuat pengadilan, notaris,
dan lembaga administrasi sering kali enggan mempertimbangkan aset digital dalam pembagian
harta waris. Hal ini berpotensi memicu sengketa panjang di tingkat litigasi (Ma’arif, 2024).
Walaupun prinsip dasar waris telah mapan, tidak tersedianya ketentuan teknis yang eksplisit
mengenai aset digital menghambat implementasi syariat secara penuh. Hal ini membuat
sebagian masyarakat bingung menentukan dasar hukum yang berlaku saat pewaris memiliki aset
digital bernilai tinggi.

Aset digital secara fikih Islam dapat dipandang sebagai harta yang sah selama memenuhi
syarat kepemilikan dan memiliki nilai ekonomi, dan harus dimasukkan ke dalam perhitungan
warisan sebelum pembagian faraidh. Hal ini diperkuat oleh prinsip magasid syariah khususnya
perlindungan harta (hifz al-mal). Namun, dalam hukum positif Indonesia, belum ada regulasi
eksplisit yang memasukkan aset digital sebagai objek waris, sehingga menimbulkan kekosongan
hukum yang memengaruhi kepastian hak ahli waris. Dengan demikian terdapat
ketidaksinkronan antara hukum positif dan hukum Islam terkait kedudukan aset digital sebagai
harta waris, baik dalam hal identifikasi, penilaian, maupun mekanisme pembagian. Kekosongan
ini berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan jika tidak segera direspons dengan
penyusunan regulasi yang komprehensif serta fatwa syariah yang jelas.

Kendala dan Mekanisme Pewarisan Aset Digital Sebagai Harta Waris Di Indonesia
Penelitian ini menemukan bahwa meskipun perkembangan teknologi aset digital semakin

pesat di Indonesia, mekanisme pewarisan aset digital dari perspektif hukum positif masih
menghadapi kendala signifikan yang berakar pada ketidakjelasan regulasi dan kekosongan
norma hukum (fegal vacuum). Hukum positif Indonesia saat ini belum secara eksplisit mengatur
apakah aset digital seperti saldo e-wallet, cryptocurrency, token digital, atau hak akses digital
dapat disebut sebagai bagian dari “harta warisan” yang sah dan dapat dibagikan kepada ahli
waris setelah pewaris meninggal dunia (Koto dkk., 2023).

Hukum waris Indonesia pada umumnya masih berfokus pada kategori harta tradisional
seperti tanah, bangunan, kendaraan, tabungan bank, dan barang bergerak berwujud. Ketentuan
hukum mengenai warisan yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW) maupun peraturan
turunan lain, termasuk dalam konteks kewarisan Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI),
belum menyebutkan secara tegas aset digital sebagai objek waris (Ghafur dkk., 2025).
Sehingga terjadi kekosongan hukum di mana aset digital berada di luar kategori waris yang
diatur. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada tingkat kepastian hukum (legal certainty)
bagi para ahli waris. Dalam praktiknya, beberapa notaris atau pejabat pembuat akta tidak
memasukkan aset digital ketika menyusun daftar harta warisan. Hal ini diperkuat oleh survei
internal Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% ahli waris tidak yakin
bagaimana memasukkan aset digital dalam daftar waris, dan sebagian besar responden
menganggap aset digital tidak dikenali secara hukum sebagai objek waris.

Selain masalah normatif, penelitian menemukan kendala administratif yang signifikan
dalam pewarisan aset digital, di antaranya (Sholicha, 2026):

1. Kepemilikan dan Akses Informasi
Aset digital sering kali tersimpan di platform yang memerlukan akses digital (password,
kunci privat) yang hanya diketahui pewaris. Tanpa akses tersebut, ahli waris secara de facto
tidak dapat mengklaim hak mereka terhadap aset tersebut. Penelitian menemukan banyak
kasus di mana ahli waris kehilangan aset digital bernilai ekonomi karena tidak memiliki

142



Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum

Vol. 6, No. 1, March 2026, 138-146

akses akun pewaris atau tidak memiliki dokumentasi otentik yang dapat dipakai sebagai
bukti kepemilikan seperti private key, seed phrase, atau bukti transaksi.

2. Dokumentasi yang Tidak Konsisten
Berbeda dengan rekening bank konvensional yang dapat dilacak melalui data administrasi
bank, aset digital cenderung disimpan di dompet digital atau layanan berbasis blockchain
yang tidak memiliki satu otoritas pusat. Banyak ahli waris menghadapi hambatan karena
platform tidak mengizinkan transfer kepemilikan tanpa dokumentasi tertentu yang jelas. Hal
ini berbeda dengan harta tradisional yang sudah diatur mekanisme pewarisannya melalui
akta waris atau putusan pengadilan.

Walaupun belum ada aturan eksplisit mengenai aset digital, penelitian menemukan bahwa
pewarisan aset digital pada praktiknya sering mengikuti mekanisme yang berlaku untuk harta
tidak bergerak dan bergerak secara umum, yakni (Duwalang & Yustiawan, 2025).

1. Inventarisasi Harta Warisan
Ahli waris wajib menyusun daftar semua harta pewaris, termasuk aset digital. Dalam konteks
perkembangan ekonomi digital e-wallet (DANA, GOPAY, OVO, Shopee Pay) yang perlu
diperhatikan adalah saldo nilai ekonominya yang masih tersimpan dan dapat divangkan atau
dialihkan. Namun, dalam hal ini ahli waris tidak memasukkan aset ini ke dalam daftar
warisan karena kesulitan akses, tidak adanya bukti kepemilikan yang jelas, serta belum
adanya pengaturan tegas dalam hukum positif maupun hukum islam yang sebenarnya
dimiliki pewaris tidak turut diperhitungkan dalam pembagian waris.

2. Pendaftaran di Pengadilan atau Notaris
Aset digital yang telah diinventarisasi dan memiliki nilai ekonomi serta bukti kepemilikan
yang jelas pada prinsipnya dapat dimasukkan ke dalam akta waris atau penetapan ahli waris
di Pengadilan. Akan tetapi, tidak semua bentuk aset digital dapat didaftarkan secara formal.
Aset digital yang memiliki nilai ekonomi langsung seperti saldo e-wallet yang dapat
dibuktikan kepemilikannya masih dimungkinkan untuk dicantumkan dalam dokumen waris.
Sebaliknya, akun sebagai identitas digital seperti akun e-wallet itu sendiri, email, atau media
sosial umumnya tidak dapat didaftarkan karena berkaitan dengan perlindungan data pribadi
dan ketentuan layanan platform. Dalam praktik, apabila terdapat aset digital yang tidak dapat
didaftarkan secara formal, penyelesaiannya sering dilakukan melalui kesepakatan para ahli
waris atau melalui permohonan keapada penyedia layanan untuk pencairan saldo. Ketiadaan
pedoman teknis dari lembaga pengadilan menyebabkan praktik pencantuman aset digital
dalam akta waris menjadi tidak seragam.

3. Penilaian Ekonomi Aset Digital
Penelitian menunjukkan bahwa tidak jarang terjadi dispute dalam penilaian aset digital
karena nilainya fluktuatif dan tidak ada standar yang ditetapkan oleh hukum. Sebagai contoh,
nilai cryptocurrency yang berubah cepat sering kali menimbulkan perbedaan pendapat antara
ahli waris dan pejabat pembuat akta. Namun demikian, permasalahan penilaian aset digital
tidak sesederhana ditentukan berdasarkan harga pasar semata. Dalam praktik, terdapat
sejumlah persoalan lain yang turut mempersulit penilaian, antara lain ketiadaan ketentuan
hukum mengenai waktu penilaian (apakah pada saat pewaris meninggal, saat penetapan
waris, atau saat pembagian), perbedaan kurs pada berbagai platform perdagangan, serta tidak
adanya lembaga resmi yang berwenang menetapkan nilai aset digital dalam konteks hukim
waris. Selain itu, faktor akses terhadap aset digital seperti private key, seed phrase, atau
autentikasi akun juga menentukan apakah aset tersebut secara nyata dapat direalisasikan
nilainya atau tidak. Oleh karena itu, penilaian aset digital dalam pembagian waris tidak dapat
dianggap sebagai proses yang sederhana, melainkan memerlukan standar hukum, mekanisme
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pembuktian, serta kemungkinan penggunaan ahli penilai (expert appraisal) agar tercapai

kepastian atau keadilan bagi para ahli waris.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa tidak adanya aturan yang jelas membuat aparat
penegak hukum seperti pejabat pembuat akta, pengadilan, dan otoritas terkait seringkali ragu
dalam menangani kasus pewarisan aset digital. Beberapa hakim di Pengadilan Agama
dilaporkan mengembalikan perkara pewarisan aset digital kepada para pihak karena tidak
menemukan landasan hukum yang eksplisit dalam KUHPerdata, KHI, ataupun peraturan
pelaksana (Nurima & Mairul, 2025). Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang tinggi
dan membuka peluang sengketa berkepanjangan, terutama ketika ahli waris memiliki
interpretasi berbeda mengenai mekanisme pembagian aset digital.

PENUTUP

Aset digital pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai harta waris, karena
memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, serta dapat dimanfaatkan dan dialihkan.
Dalam perspektif hukum Islam, aset digital memenuhi unsur mal selama tidak bertentangan
dengan prinsip syariah, sehingga wajib dimasukkan ke dalam harta peninggalan pewaris
sebelum dilakukan pembagian waris berdasarkan ketentuan faraidh. Prinsip magasid al-
syari‘ah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal), menjadi dasar normatif yang kuat
untuk mengakomodasi aset digital sebagai objek warisan. Dalam hukum positif Indonesia,
kedudukan aset digital sebagai harta waris masih belum diatur secara eksplisit dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam KUHPerdata maupun Kompilasi
Hukum Islam (KHI). sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris, Kendala
utama meliputi keterbatasan akses informasi, ketiadaan dokumentasi kepemilikan yang baku,
fluktuasi nilai aset digital, serta belum adanya pedoman teknis bagi notaris dan pengadilan.
Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum positif dengan
prinsip hukum Islam melalui pembentukan regulasi yang secara tegas mengakui aset digital
sebagai objek waris, guna memberikan kepastian hukum, melindungi hak ahli waris, dan
mencegah sengketa kewarisan di era digital.
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